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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut :

1. Eksistensi Kearifan Lokal Sasi Ikan Lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku
Tengah dengan Peraturan Perundang - Undangan tentang Pengelolaan Sumber Daya
Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil adalah peraturan perundang - undangan
terkait pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil justru
memperkuat keberadaan kearifan lokal sasi ikan lompa di Desa Haruku Kabupaten
Maluku Tengah karena dari segi asas, tujuan, perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir
dan pulau - pulau kecil sejalan dengan peraturan hukum sasi ada di dalam ketentuan
masyarakat hukum adat Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah, antara lain :

a. Asas - Asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
Asas - asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dalam Pasal 3
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil terdapat 11 (sebelas) asas yang
diantaranya ditemukan harmonisasi terhadap Sasi Ikan Lompa di Desa Haruku
Kabupaten Maluku Tengah, yaitu asas keberlanjutan, asas pemerataan, asas

akuntabilitas, dan asas keadilan.
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b. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
Sasi ikan lompa juga menerapkan beberapa hal yang ada di dalam tujuan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil sebagaimana diatur dalam

Pasal 4 Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Maluku

Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau

Kecil, antara lain :

1) Sasi ikan lompa sebagai bentuk melindungi, mengkonversi, dan
memanfaatkan serta memperkaya sumber daya pesisir dan pulau - pulau
kecil secara berkelanjutan;

2) Sasi ikan lompa juga memiliki nilai - nilai yang terkandung, antara lain
pertama, nilai sosial bahwa sebagai makhluk sosial yang paling hidup
berdampingan, tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain; kedua,
nilai ekonomi, bahwa melalui sistem sasi ini, masyarakat Desa Haruku
menjadi sadar pentingnya pelestarian sumber daya ikan lompa sebagai
salah satu sumber pangan yang telah memberikan manfaat ekonomi; dan
ketiga, nilai budaya, bahwa nilai ini membuat masyarakat Desa Haruku
menentukan nilai mereka dengan cara berinteraksi dengan pencipta, alam,

serta sesama manusia.

c¢. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil di Provinsi Maluku
melalui peraturan daerah tersebut memuat beberapa hal salah satunya penetapan
kawasan konservasi perairan berbasis kearifan lokal. Hal tersebut dituangkan
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1

Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
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Provinsi Maluku Tahun 2018 - 2038 bahwa salah satu kriteria ditetapkannya

kawasan konservasi perairan adalah kearifan lokal serta adat istiadat.

Pemanfaatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Pasal 23 ayat (2) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil menyebutkan bahwa salah
satu tujuan diselenggarakannya konservasi untuk melindungi sumber daya ikan,
hal ini juga diterapkan dalam sasi ikan lompa sebagai upaya perlindungan
sumber daya ikan guna memberikan kesempatan bagi ikan - ikan tersebut
memperbaharui dirinya, memelihara mutu, serta memperbanyak populasi

sumber daya ikan tersebut.

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -
Pulau Kecil

Pengawasan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang - Undang Nomor 27
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
diberikan wewenang kepada kepolisian khusus. Khusus bagi masyarakat hukum
adat di desa Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, kewang-lah yang bertindak
sebagai polisi khusus untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya ikan

- ikan yang sedang dilakukan sasi ikan lompa.

Pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Desa Haruku

Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir

dan pulau - pulau kecil, berdasarkan pandangan dari para ahli hukum adat bahwa

masyarakat hukum adat di Desa Haruku ini telah memenuhi kriteria sebagai

masyarakat hukum adat, sedangkan berdasarkan peraturan perundang - undangan,

apabila merujuk pada definisi “masyarakat hukum adat” dalam Pasal 1 angka 33
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Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau
Kecil, telah memenuhi unsur - unsur agar dapat disebut sebagai masyarakat hukum
adat, namun apabila diatur lebih lanjut melalui Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/20018 Tentang Tata
Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, agar masyarakat hukum
adat dapat diakui dan dilindungi dalam mengelola sumber daya alam wilayah pesisir
dan pulau - pulau kecil apabila telah memenuhi 3 (tiga) tahapan antara lain, tahapan
identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan, sehingga secara legal formal
belum ada pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Desa Haruku
Kabupaten Maluku Tengah melalui surat keputusan Bupati Kabupaten Maluku

Tengah.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka disarankan beberapa hal bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah dikarenakan belum ada Surat Keputusan
Bupati bagi masyarakat hukum adat di Desa Haruku , maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tengah dapat membuat Surat Keputusan Bupati sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
8/PERMEN-KP/20018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat
Hukum Adat, sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
dalam mengelola sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil secara legal
formal bagi masyarakat hukum adat Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dapat

diakui dan dilindungi secara menyeluruh.
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